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IMPLEMENTASI KETENTUAN RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP 
DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT PERBANKAN
Oleh:
Putu Eka Trisna Dewi1
ABSTRACT
The high percentage of non-performance loan (NPL) may bring adverse impact to creditor 
(banks), the banking sector in general, and also to the economic and financial of the country. 
To overcome these conditions, Bank of Indonesia issued a policy regarding restructuring. 
Restructuring is an effort undertaken in the activities of credit to borrowers who have 
difficulty to meet its obligations. Banks engaged in lending has a restructuring program has 
been set on the credit policy of each bank, but still there are banks that ignore and do not do 
this loan restructuring seek in accordance with the procedure.
This study is an empirical study that examines the juridical on the implementation of the 
rules concerning the restructuring of the debtor defaults on bank loans as well as obstacles 
in implementing the debt restructuring. This research is a descriptive research. Data sourced 
from primary data and secondary data. Data collection techniques used is literature study and 
interview techniques. Analysis conducted qualitative and descriptive analysis presented.
Implementation of the provisions of the rescue loan restructuring and settlement of non-
performing loans on bank credit has not been optimally applied to all borrowers who are 
having trouble paying even though they have the opportunity to carry out the payment. 
Inhibiting factors, among others, the rules concerning debt restructuring are scattered in 
various policy rules, regulations often change with a relatively large number of rules, the 
lack of a comprehensive understanding of this policy, an independent financial consultant 
is often overlooked involvement in debt restructuring, which is not good faith to implement 
agreement, the lack of information and initiatives in the debtor filed debt restructuring, 
customers who do not cooperative and giving false information about the source of income.
Keywords: non-performance loan, bank, restructuring and credit.
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I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang 
Keberadaan bank dalam kehdupan 
masyarakat dewasa n mempunya peranan 
yang sangat pentng karena lembaga 
perbankan merupakan nt sar dar sstem 
keuangan setap negara. Perkembangan duna 
perbankan d Indonesa kn sudah semakn 
membak, berbaga pelayanan jasa keuangan 
telah dkembangkan untuk memberkan 
kenyamanan bag para nasabah. Berbaga 
program perluasan usaha telah dlakukan 
dalam ndustr perbankan sepert pemberan 
kredt perumahan, penyedaan jasa asurans, 
penawaran jasa kartu kredt hngga program 
pensiun. Secara lebih spesifik bank dapat 
berfungs sebaga agent of trust (lembaga 
yang landasannya adalah kepercayaan), agent 
of development (lembaga yang memoblsas 
dana untuk pembangunan ekonom) dan 
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agent of services (lembaga yang memberkan 
penawaran jasa perbankan).2
Penyaluran dana kepada masyarakat 
yang dlakukan oleh bank pada umumnya 
dalam bentuk pemberan kredt, bak tu 
berupa kredt modal kerja maupun kredt 
nvestas. D sampng kegatan pengerahan 
dana kepada masyarakat, kredt juga 
merupakan kegatan utama dar bank-bank 
umum d Indonesa. Walaupun kegatan 
penyaluran kredt merupakan kegatan 
perbankan yang sangat mendasar dan bunga 
kredt merupakan sumber pendapatan bank 
yang utama tetap pada dasarnya kegatan 
penyaluran kredt n memlk rsko yang 
sangat besar dan dampak yang signifikan 
bag kelangsungan usaha bank tersebut 
apabla kredt yang dsalurkan tersebut tdak 
tepat.
Apabla debtur banyak yang tdak 
melakukan kewajbannya dalam hal n 
melakukan wanprestas tentu saja akan 
berdampak serus yatu krss terhadap 
sektor perkredtan yang dtunjukan dengan 
besarnya raso non-performance loan (NPL) 
pada bank tersebut. Tnggnya raso non-
performance loan (NPL) tentunya akan 
sangat membahayakan kesehatan dar bank 
tersebut. Sebaga upaya mengatasnya 
Bank Indonesa (BI) menetapkan kebjakan 
restruktursas kredt. Restruktursas kredt 
merupakan suatu termnolog keuangan yang 
banyak dgunakan dalam bdang perbankan 
untuk menyelamatkan kredt bermasalah. 
Restruktursas adalah program bank sebaga 
suatu upaya perbakan yang dlakukan 
dalam kegatan perkredtan terhadap debtur 
yang mengalam kesultan untuk memenuh 
kewajbanya.
Program restruktursas kredt 
umumnya telah lazm dlakukan d duna 
perbankan. Bank yang bergerak pada 
penyaluran kredt memlk program 
restruktursas telah datur pada kebjakan 
perkredtan masng-masng bank, namun 
mash ada bank yang mengabakan dan tdak 
melakukan restrutursas kredt n sesua 
dengan prosedur, msalnya melakukan 
write-off bersamaan dengan restruktursas 
kredt dmana restruktursas kredt n 
hanya merupakan formaltas agar write-off 
bsa dlakukan dan bank bsa mendapatkan 
bunga tunggakan yang besar dar debtur 
dengan kategor kredt bermasalah. 
Selan hal d atas, kecenderungan 
kredtur dalam hal n bank tdak melakukan 
restruktursas kredt pada debtur yang 
tergolong kredt bermasalah karena tergur 
akan keuntungan dar penjualan agunan 
kredt d bawah tangan. Dengan penjualan 
agunan kredt d bawah tangan tentunya 
akan menghemat waktu dan kredtur tdak 
kehlangan keuntungan dar bunga kredt 
debtur yang semakn besar selama debtur 
tdak mampu membayar. Permanan harga 
pun dapat datur sedemkan rupa.
Berdasarkan latar belakang masalah 
tersebut d atas, kranya cukup alasan untuk 
dadakan suatu peneltan dan pembahasan 
mengena hal-hal yang berhubungan 
dengan masalah ”Implementas Ketentuan 
Restruktursas Kredt Terhadap Debtur 
Wanprestas Pada Kredt Perbankan”2 Sgt Trandaru dan Totok Budsantoso, 2007, Bank 
dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, 
Jakarta, hlm.8.
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2. Rumusan Masalah
Permasalahan dalam peneltan n 
adalah sebaga berkut:
1) Bagamanakah mplementas 
ketentuan restruktursas kredt dalam 
penyelamatan dan penyelesaan kredt 
bermasalah pada kredt perbankan?
2) Apa hambatan yang dhadap dalam 
mplementas ketentuan restruktursas 
kredt dalam penyelamatan dan 
penyelesaan kredt bermasalah pada 
kredt perbankan?
3. Tujuan Penulisan
a. Tujuan umum (het doel van het 
onderzoek).
Tujuan umum dalam peneltan n adalah 
untuk mengetahu permasalahan 
hukum dan su-su aktual mengena 
perbankan, yakn mengena 
mplementas ketentuan restruktursas 
kredt terhadap debtur wanprestas 
pada kredt perbankan.
b. Tujuan khusus (het doel in het 
onderzoek).
Tujuan khusus dar peneltan n 
adalah:
Untuk menganalss mplementas 
ketentuan restruktursas kredt dalam 
penyelamatan dan penyelesaan kredt 
bermasalah pada kredt perbankan.
1) Untuk menganalss hambatan 
yang dhadap dalam mplementas 
ketentuan restruktursas kredt dalam 
penyelamatan dan penyelesaan kredt 
bermasalah pada kredt perbankan.
II METODE PENELITIAN
a. Jens peneltan.
Jens peneltan n adalah peneltan 
hukum emprs yang mengkaj mengena 
mplementas mengena ketentuan 
restruktursas terhadap debtur wanprestas 
pada kredt perbankan serta hambatan-
hambatan dalam melaksanakan restruktursas 
kredt tersebut. 
b. Sfat peneltan.
Peneltan n adalah peneltan 
yang bersfat deskrptf, dmana akan 
ddeskrpskan secara sstemats, faktual, 
dan akurat mengena pelaksanaan ketentuan 
restruktursas dalam penyelamatan kredt 
bermasalah dan perlndungan hukum 
terhadap nasabah yang tergolong dalam 
kredt bermasalah dalam  restruktursas 
perbankan.
c. Data dan sumber data.
1) Data prmer.
Data prmer adalah data yang 
dperoleh dan bersumber dar peneltan 
lapangan. Jad terkat dengan penulsan n, 
data prmer bersumber dar hasl peneltan 
d Bank Tabungan Pensunan Nasonal 
(BTPN) dan Bank Perkredtan Rakyat Aruna 
Nrmaladuta. Wawancara dlakukan kepada 
komsars utama dan bagan kredt yang 
memlk deskrps kerja dalam menangan 
restruktursas kredt bermasalah. 
2) Data sekunder.
Data sekunder adalah data yang 
dperoleh dan bersumber dar peneltan 
kepustakaan. Data sekunder terdr dar: 
a) Bahan hukum prmer. Bahan hukum 
prmer yang dgunakan sebaga 
berkut:
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 1) Ktab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata) 
 2) Undang-Undang Nomor 7 
tahun 1992 tentang Perbankan 
sebagamana dubah menjad 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 
1998 tentang Perbankan.
 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 
1999 tentang Bank Indonesa.
 4) Peraturan Bank Indonesa Nomor: 
13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bank Indonesa 
Nomor 10/18/PBI/2008 tentang 
Restruktursas Pembayaan Bag 
Bank Syarah dan Unt Usaha 
Syarah.
 5) Peraturan Bank Indonesa Nomor 
14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penlaan 
Kualtas Aset Bank Umum. 
 6) Peraturan Bank Indonesa 
Nomor 15/2/PBI/2013 tentang 
Penetapan Status dan Tndak 
Lanjut Pengawasan Bank Umum 
Konvensonal.
 7)  Surat Edaran No. 15/28/DPNP 
kepada Semua Bank Umum yang 
Melaksanakan Kegatan Usaha 
Secara Konvensonal d Indonesa.
b) Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder yang dgunakan 
adalah lteratur-lteratur yang membahas 
mengena perbankan, aspek hukum 
perbankan, kredt macet dan restruktursas 
kredt.
d. Teknk pengumpulan data.
Dalam peneltan hukum emprs 
n dgunakan 3 (tga) teknk untuk 
mengumpulkan data yatu stud dokumen 
untuk pengumpulan data skunder dan 
wawancara untuk pengumpulan data 
prmer. Stud dokumen n dlakukan 
dalam mengumpulkan data sekunder yang 
terdr dar bahan hukum prmer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum terser. 
Wawancara dlakukan d Bank Tabungan 
Pensunan Nasonal (BTPN) dan Bank 
Perkredtan Rakyat Aruna Nrmaladuta.
e. Teknk penentuan sampel peneltan.
Sampel adalah hmpunan bagan atau 
sebagan dar populas3. Adapun teknk 
penentuan sampel yang dpergunakan dalam 
peneltan n adalah purposive sampling 
yang dgunakan untuk memlh Bank 
Tabungan Pensunan Nasonal (BTPN) dan 
Bank Perkredtan Rakyat Aruna Nrmaladuta 
sebaga lokas peneltan. Adapun penentuan 
lokas peneltan n ddasarkan pada krtera 
bahwa d bank-bank tersebut terdapat kredt 
macet dan restruktursas terhadap kredt 
macet. Snowball Sampling dgunakan untuk 
mencar keberadaan kebjakan restruktursas 
kredt perbankan.
f. Teknk pengolahan dan analss data.
Teknk pengolahan data 
menggunakanmetode kualtatf, dengan 
tujuan agar seorang penelt dapat mengert 
atau memaham gejala yang dtelt.4  Kasus-
kasus yang dtelaah melput penentuan kredt 
bermasalah oleh bank akbat adanya debtur 
wanprestas dan kebjakan restruktursas d 
masng-masng bank. Setelah melalu proses 
3 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, 
Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm.119.
4 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian 
Hukum, Penerbt Unverstas Indonesa (UI-Press), 
Jakarta, hlm.32.
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pengolahan yang selektf, kemudan data 
tersebut dsajkan secara deskrptf analss, 
yatu djabarkan dalam bentuk uraan–
uraan yang nantnya dapat menjawab 
permasalahan mengena  mplementas 
ketentuan restruktursas kredt terhadap 
debtur wanprestas pada kredt perbankan.
III PEMBAHASAN
1. Implementasi  Ketentuan 
Restrukturisasi Kredit
Seorang nasabah yang mengajukan 
kredt wajb memenuh prestasnya. Prestas 
debtur kepada kredtur berupa pembayaran 
angsuran dengan besar pembayaran, waktu 
pembayaran dan jangka waktu pelunasan 
kredt sebagamana yang tertuang dalam 
perjanjan kredt yang telah dbuat 
sebelumnya oleh para phak. 
Berbcara mengena prestas maka 
perlu dketahu hak dan kewajban bag para 
phak sebagamana yang tertuang dalam 
perjanjan kredt. Kredtur pada umumnya 
memlk kewajban untuk memberkan 
fasltas kredt dan nformas yang sesua 
kepada nasabah debtur serta memlk hak 
untuk menerma pembayaran yang terdr 
dar akumulas angsuran pokok, bunga 
atau denda jka lewat waktu jatuh tempo. 
Nasabah selaku debtur wajb melakukan 
pembayaran mnmal (tergantung jens yang 
dplh) dan menyerahkan jamnan kepada 
kredtur. Nasabah memlk hak untuk 
mendapatkan fasltas kredt yang sesua 
dan nformas-nformas tentang fasltas 
kredt yang dtermanya, msalnya metode 
pembayaran, lembar penaghan dan lan-
lan.
Pelaksanaan prestas oleh debtur 
kepada kredtur dalam bentuk pembayaran 
kewajban atas kredt yang dberkan kredtur 
(bank) akan menyebabkan kredt lancar dan 
dalam perhatan khusus, sedangkan apabla 
terjad waprestas maka hal nlah yang 
menyebabkan terjadnya kredt bermasalah.
Salah satu rsko utama perbankan 
adalah kredt bermasalah. Apabla jumlah 
kredt bermasalah sudah melampau batas 
kemampuan bank, a dapat berubah menjad 
bencana, sebab tidak saja profitabilitas 
bank yang akan terkena, lkudtasnya 
pun terancam.5 Dalam menangan kredt 
bermasalah tersebut, maka salah satu upaya 
yang dapat dlakukan adalah melakukan 
restruktursas kredt. Restruktursas kredt 
hanya dapat dlakukan atas dasar permohonan 
secara tertuls dar nasabah dengan kategor 
kualtas kredt kurang lancar, dragukan dan 
macet.
Kredt bermasalah atau nonperforming 
loan d perbankan tu dapat dsebabkan oleh 
berbaga faktor, msalnya ada kesengajaan 
dar phak-phak yang terlbat dalam proses 
kredt, kesalahan prosedur pemberan kredt, 
atau dsebabkan oleh faktor lan sepert faktor 
makroekonom.6 Dalam praktk, penyebab 
kredt bermasalah n adalah ketka tdak ada 
kecukupan dana untuk membayar angsuran. 
Konds n dlatarbelakang oleh penurunan 
kemampuan bayar debtur, penyampaan 
nformas keuangan yang kurang detal pada 
5 Isw Haryan, 2010, Restrukturisasi dan Penghapusan 
Kredit Macet; Kenapa Perbankan Memanjakan 
Debitur Besar sedangkan Usaha/ Debitur Kecil 
Dipaksa, Grameda, Jakarta, hlm.39.
6 Hermansyah,  2011, Hukum Perbankan Nasional 
Indonesia, Kencana Prenada Meda, Jakarta, hlm.75.
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saat pengajuan kredt sehngga menambah 
beban angsuran yang tdak bsa dantspas 
oleh debtur dan masalah d keluarga sepert 
cekcok rumah tangga, anggota keluarga sakt 
dan lan-lan.7 Bud Untung berpendapat, 
meskpun perbankan merupakan sektor yang 
strictly well regulated, tetap kredt macet 
mash dapat terjad.8
Kredt bermasalah dalam jumlah 
besar dapat mendatangkan dampak yang 
tdak menguntungkan bag bank pember 
kredt, duna perbankan pada umumnya, 
dan juga terhadap kehdupan ekonom dan 
moneter suatu negara.9 Kredt bermasalah 
berawal dar wanprestas debtur. Pada 
umumnya jens-jens wanprestas dapat 
berupa tdak memenuh prestas, terlambat 
melakukan prestas atau melakukan namun 
tdak sebagamana mestnya. Adanya 
wanprestas menjad ndkator dar adanya 
kredt bermasalah. Suatu kredt dkatakan 
bermasalah apabla ada keterlambatan 
pembayaran dar jadwal angsuran yang 
telah dsepakat, atau kurangnya dana 
untuk melakukan pembayaran (terutama 
bla pembayaran dlakukan dengan sstem 
autodebet) dan tdak membayar sama 
sekal.
Untuk mencegah dampak yang lebh 
besar dar adanya kredt bermasalah terutama 
yang sudah dalam kategor kredt macet, maka 
Bank Indonesa mengeluarkan kebjakan 
mengena penyelamatan dan penyelesaan 
kredt bermasalah, salah satunya adalah 
dengan restruktursas kredt. 
Ketentuan restrukturisasi kredit 
mengacu pada ketentuan antara lan Undang-
undang d bdang perbankan, Peraturan 
Bank Indonesa dan Ketentuan nternal 
masng-masng bank. Dalam Pasal 55 ayat 
(1) Peraturan Bank Indonesa Nomor 14/ 
15 /PBI/2012 dtentukan bahwa bank wajb 
memlk kebjakan dan prosedur tertuls 
mengena restruktursas kredt. Sesua 
dengan amanat Pasal 55 ayat (1) tersebut 
maka phak bank wajb memlk pedoman 
dalam melaksanakan restruktursas.  Dalam 
praktk, belum semua bank memlk 
pedoman atau ketentuan nternal mengena 
restruktursas kredt secara tertuls. 
Kebjakan restruktursas hanya ddasarkan 
pada analss kredt bermasalah dan kebjakan 
dar masng-masng bank bersangkutan. 
Untuk menjaga obyektvtas, 
Restruktursas Kredt wajb dlakukan oleh 
pejabat atau pegawa yang tdak terlbat dalam 
pemberan kredt yang drestruktursas, 
namun dalam praktk, pengajuan kredt 
dan keputusan restruktursas dlakukan 
oleh bdang yang sama komte kredt yang 
terdr dar kepala bagan kredt dan dreks. 
Restruktursas dajukan oleh marketing 
officer dan credit review dsetuju oleh 
komte kredt. Kebjakan dalam memutuskan 
restruktursas kredt dsesuakan dengan 
kebjakan nternal masng-masng bank. 
Adapula bank yang menunjuk petugas khusus 
yang memlk batas wewenang memutus 
kredt sesua dengan ketentuan bank. 
7 Wawancara dengan Indah Trhana, Credit Admin Bank 
Tabungan Pensunan Negara (BTPN), wawancara 
dlakukan pada 22 Desember 2014 dan  dawancara 
dengan Ketut Gede Mardawa, Komsars Utama BPR 
Aruna Nrmaladuta, wawancara dlakukan pada 24 
Desember 2014.
8 H. Bud Untung, 2000, Kredit Perbankan di Indonesia, 
And Offset, Yogyakarta, hlm.121
9 Sswanto Sutojo, 2008, Menangani Kredit Bermasalah, 
Damar Mula Pustaka, Jakarta, hlm.25.
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Restruktursas dlakukan sepanjang 
mash ada kemampuan membayar dan 
tkad yang bak dar debtur restruktursas 
kredt dapat dlakukan. Sebagamana 
halnya pengajuan kredt maka pengajuan 
restruktursas harus atas nsatf dar debtur. 
Analss untuk memutuskan persetujuan 
terhadap restruktursas n perlu dlakukan. 
Team leader kredt dan Marketing officer 
melakukan negosas untuk mencar solus 
yang memungknkan untuk dlakukan 
restruktursas kredt. Selanjutnya debtur 
membuat surat permohonan ke manajemen 
agar dapat dlakukan restruktur kredt. 
Analss terhadap proses restruktursas n 
dlakukan lebh detal untuk menyelamatkan 
kredt bermasalah. 
Secara normatf sebagamana yang 
telah djelaskan sebelumnya cara yang dapat 
dgunakan dalam restrukturas dapat berupa 
penurunan suku bunga kredt, perpanjangan 
jangka waktu kredt, pengurangan tunggakan 
bunga kredt, pengurangan tunggakan 
pokok kredt, penambahan fasltas kredt 
dan konvers kredt menjad penyertaan 
modal sementara, namun dalam praktk 
yang palng serng dgunakan hanyalah 
perpanjangan jangka waktu kredt. Hal n 
dsebabkan karena cara tersebut merupakan 
cara yang palng praktk dan tdak bersko 
bag bank sedangkan cara lan dpandang 
lebh sult, msalnya pengurangan tunggakan 
bunga kredt tdak pernah dlakukan karena 
perhtungan bunga telah dtentukan melalu 
sstem. 
Penyelamatan kredt bermasalah 
sedanya dberkan kepada semua debtur 
sepanjang masng memlk kesanggupan 
membayar dan dapat membuktkan 
memang ada penurunan pemasukan. Dalam 
kenyataannya, bank cenderung memberkan 
kebjakan dskrmnatf dmana kebjakan 
restruktursas hanya dberkan kepada 
debbur besar. Bank cenderung enggan 
untuk memberkan fasltas restruktursas 
terhadap portofolo kredt macet mlk 
debtur UMKM, khususnya debtur mkro 
dan debtur kecl.10
2. Hambatan Dalam Restrukturisasi 
Kredit
Kegatan perbankan dlaksanakan 
berdasarkan prudential banking principles. 
Berdasarkan hal tersebut maka faktor 
finansial saja belum cukup untuk memberikan 
keyaknan bahwa fasltas kredt tersebut akan 
kembal dengan aman dan menguntungkan.11 
Dalam duna perbankan penyelesaan kredt 
bermasalah dalam lngkungan admnstras 
perkredtan dlakukan sebaga salah satu 
upaya untuk menjaga kualtas kredt.12 
Restruktursas kredt dalam penyelamatan 
kredt bermasalah merupakan suatu upaya 
yang dtawarkan dan menguntungkan bak 
dar phak kredtur maupun dar phak debtur. 
Menurut Badryah Harun  ada hal-hal yang 
perlu dperhatkan dalam penanganan kredt 
bermasalah yakn: 13
10 Isw Haryan, op.cit., hlm.138.
11 Try Wdyono, 2009,  Agunan Kredit Dalam Financial 
Engineering, Ghala Indonesa, Bogor, hlm.2.
12 Muhamad Djumbana, 2006, Hukum Perbankan di 
Indonesia, Ctra Adtya Bakt, Bandung, hlm.560.
13 Badryah Harun,  2010, Penyelesaian Sengketa 
Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) 
dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit 
Bermasalah, Pustaka Yustsa, Yogyakarta, hlm.117.
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a. Kengnan debtur untuk menyelesakan 
kewajban.
b. Tngkat kerjasama dan keterbukaan 
debtur.
c. Kemampuan finansial debitur.
d. Sumber pengembalan pnjaman.
e. Prospek usaha debtur.
f. Mudah tdaknya menjual jamnan.
g. Kelengkapan dokumentas jamnan.
h. Ada tdaknya tambahan jamnan baru.
. Sengketa tdaknya jamnan.
j. Ada tdaknya sumber pembayaran dar 
usaha lan.
Dar faktor hukum, kebjakan 
restruktursas tertuang dalam aturan 
yang tersebar. Sampa saat n belum ada 
ketentuan khusus yang mengatur mengena 
restruktursas kredt. Peraturan kebjakan 
mengena restruktursas kredt juga serng 
berubah-ubah. Faktor penegak hukum serta 
sarana dan fasltas dalam penegakan hukum 
juga mejad faktor penghambat dalam 
pelaksanaan restruktursas kredt manakala 
terjadi keterbatasan baik finansial maupun 
tenaga staf yang ahl d bdang restruktursas 
serta koordnas antar lembaga. Pemahaman 
mengena peraturan tentang restruktukrsas 
perlu dlakukan. Penentuan kebjakan 
mengena restruktursas dalam praktk 
dlakukan oleh bdang yang sama dengan 
yang menentukan pemberan kredt. Hal 
n dapat menmbulkan subjektvtas dalam 
memberkan persetujuan restruktursas.
Oknum phak bank melaksanakan 
restruktursas kredt hanya untuk 
kepentngan formaltas saja, debtur juga 
kurang mendapatkan nformas mengena 
restruktursas n. Dalam Peraturan Bank 
Indonesa sebagamana telah durakan 
sebelumnya dtentukan bahwa kredt kepada 
Phak Terkat yang akan drestruktursas 
wajb danalss oleh konsultan keuangan 
ndependen yang memlk zn usaha dan 
reputas yang bak. Keterlbatan konsultan 
keuangan ndependen serngkal dabakan 
karena melbatkan konsultan keuangan 
ndependen berart menambah baya 
yang dkeluarkan untuk mengatas kredt 
bermasalah. Baya n akan memberatkan 
phak debtur yang dalam konds tersebut 
memang memlk kesultan untuk membayar, 
dan jka dbebankan kepada kredtur, kredtur 
pun akan drugkan lebh banyak lag.
Restruktursas kredt sangat mudah 
dlakukan sepanjang  ada tkad bak dar 
nasabah selaku debtur. Hambatan yang 
selama n serng terjad pelaksanaan 
restruktursas kredt adalah nasabah yang 
tdak kooperatf. Pelaksanaan restruktursas 
kredt dalam penyelamatan kredt bermasalah 
merupakan pelaksanaan dar aturan yang 
mengatur tentang restruktursas. Menurut 
Munr Fuady, salah satu cara untuk 
memberkan perlndungan kepada nasabah 
adalah dengan melaksanakan peraturan 
yang ada d bdang perbankan secara 
lebh ketat oleh phak otortas moneter.14 
Dengan demkan, pelaksanan ketentuan 
restruktursas merupakan upaya dalam 
melndung nasabah.
14 Munr Fuady, 2003, Hukum Perbankan Modern, Ctra 
Adtya Bakt, Bandung, hlm.104.
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IV PENUTUP
1. Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang 
telah durakan sebelumnya maka dapat 
dsmpulkan sebaga berkut:
1) Implementas ketentuan restruktursas 
kredt dalam penyelamatan dan 
penyelesaan kredt bermasalah pada 
kredt perbankan belum optmal 
dterapkan terhadap semua debtur 
yang mengalam kesultan membayar 
meskpun mash memlk peluang 
untuk melaksanakan pembayaran. 
Restruktursas kredt basanya hanya 
dlakukan dengan perpanjangan jangka 
waktu kredt saja karena cara-cara yang 
lan penurunan suku bunga kredt, 
pengurangan tunggakan bunga kredt, 
pengurangan tunggakan pokok kredt, 
penambahan fasltas kredt, dan/atau 
konvers kredt menjad penyertaan 
sementara danggap lebh sult dan 
bersko menmbulkan kerugan yang 
lebh besar bag kredtur. Kebjakan 
nternal melalu prosedur dan kebjakan 
tertuls mengena restruktursas belum 
dmlk oleh semua bank.
2) Hambatan yang dhadap dalam 
mplementas ketentuan restruktursas 
kredt dalam penyelamatan dan 
penyelesaan kredt bermasalah pada 
kredt perbankan adalah dar faktor 
hukum yakn peraturan mengena 
restruktursas kredt yang tersebar 
dalam berbaga peraturan kebjakan, 
serngnya peraturan bergant dengan 
jumlah peraturan yang relatf banyak, 
dar seg faktor penegak hukum dan 
sarana penegakan hukum yang dalam 
hal n adalah bank dan sarananya 
terdapat belum adanya pemahaman yang 
komprehensf mengena kebjakan n. 
Bdang yang memberkan persetujuan 
restruktursas sama dengan bdang 
yang memberkan persetujuan kredt. 
Konsultan keuangan ndependen 
serngkal dabakan keterlbatannya 
dalam restruktursas kredt. Faktor 
masyarakat dan budaya yang 
menghambat restruktursas kredt 
adalah tkad yang tdak bak untuk 
melaksanakan kesepakatan, kurangnya 
nformas dan nsatf debtur dalam 
mengajukan restruktursas kredt, 
nasabah yang tdak koorperatf dan 
pemberan data yang tdak benar 
mengena sumber penghaslan.
2. Saran
Rekomendas yang dapat dsampakan 
mengena implementas ketentuan 
restruktursas kredt bermasalah pada kredt 
perbankan adalah:
1) Bank Indonesa hendaknya tdak 
terlalu serng menggant kebjakan 
mengena restruktursas kredt dalam 
penyelamatan kredt bermasalah. 
Masng-masng bank hendaknya 
memlk kebjakan dan prosedur 
tertuls mengena restruktursas 
kredt, memlk dvs khusus yang 
menentukan restruktursas dan 
membedakannya dengan dvs 
pengajuan kredt. Bank hendaknya 
memberkan pelathan bag pegawanya 
dalam menngkatkan pengetahuan 
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mengena kebjakan restruktursas dan 
predks dalam mengukur kesanggupan 
dan kemampuan membayar 
melalu prospek usaha debtur yang 
menjad sumber pendapatan untuk 
melaksanakan pembayaran.
2)  Debtur yang dalam hal n adalah 
nasabah bank hendaknya memlk 
tkad bak untuk melaksanakan 
prestas, mau kooperatf dalam setap 
tahapan pengajuan restruktursas, 
memberkan nformas dan data yang 
benar guna mencapa kesepakatan 
dalam restruktursas. Jka debtur telah 
kooperatf dalam hal ketdaksanggupan 
membayar, maka phak bank 
hendaknya memberkan kesempatan 
dalam memberkan kesempatan 
restruktursas kredt kepada nasabah 
sebelum mengambl keputusan untuk 
menjual agunan guna menutup 
pembayaran kredt. 
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